
             
 

 

 
 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 
 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 

NOMOR 100.3.3.4/28 TAHUN 2026 

TENTANG 

PERSETUJUAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN          

RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH                  
PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2027  

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan kebutuhan Barang 

Milik Daerah dan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik 
Daerah pada Pengguna Barang, agar tertib administrasi, 
berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan 

perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan Barang Milik 
Daerah; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 
Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan 

bertanggungjawab menyetujui rencana kebutuhan 
Barang Milik Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 
Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang 

Milik Daerah tentang Persetujuan Rencana Kebutuhan 
Barang Milik Daerah Dan Rencana Kebutuhan 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 7153); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6867); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 350); 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi                      
Jawa Tengah Nomor 167); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  

 

KESATU : Menyetujui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dan 
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027, dengan data 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris 
Daerah ini. 
 

KEDUA : Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana 
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum 
KESATU untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 
 

KETIGA : Apabila Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan 
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak sesuai 
dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan 

kembali kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelolaan Barang 
Milik Daerah. 
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KEEMPAT : Proses Persetujuan Barang Milik Daerah dan Rencana 
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESATU dilaksanakan dengan menyampaikan laporan/ 
usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengelola 
Barang Milik Daerah untuk ditetapkan status 

penggunaannya. 
 

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 
  

                                     

                                                             Ditetapkan di Semarang. 
                                                             pada tanggal 10 Juni 2026 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  

JAWA TENGAH 
SELAKU 

PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, 

 
                  ttd 

 
SUMARNO 

 

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. : 
 

1. Gubernur Jawa Tengah; 
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi 

Jawa Tengah; 

5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ; 
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 

7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

 
 

 
Pelaksana Restu/kapokja sulis/pengarah haryono/6.5/2026 

 
 

Jabatan Paraf Tgl 
As.I/ 

Pemerintahan 
Dan Kesra 

  

As.III 
Administrasi 

  

Ka BPKAD   

Ka.Biro 

Hukum 
  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
${jabatan_pengirim}, 

 
 
 

${ttd_pengirim} 
 
 
 
${nama_pengirim}  

Pembina Utama Muda  

NIP. ${nip_pengirim} 

 

Haerudin, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

197007291996031001

${ttd}
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B RR RB

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142

Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan

No. Kuasa Pengguna Barang/Program/Kegiatan/OutPut

Barang yang dipelihara Rencana Kebutuhan Pemeliharaan

Keterangan

Nama Pemeliharaan Jumlah SatuanStatus Barang
Kondisi Barang

167 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya

168 a. Output Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya

169 11.01.33.00.050601.00000
.00000.1974-
1.3.3.01.01.01.001.000001

BANGUNAN GEDUNG 
TEMPAT 
KERJA.BANGUNAN 
GEDUNG KANTOR

1         UNIT GUNAKAN 
SENDIRI

B PEMELIHARAAN 
ANJUNGAN JAWA 
TENGAH TMII

11       PAKET

170 11.01.33.00.050601.00000
.00000.1996-
1.3.3.01.01.01.001.000001

BANGUNAN GEDUNG 
TEMPAT 
KERJA.BANGUNAN 
GEDUNG KANTOR

1         UNIT GUNAKAN 
SENDIRI

B PEMELIHARAAN 
BANGUNAN 
GEDUNG TEMPAT 
KERJA

7         PAKET

171 11.01.33.00.050601.00000
.00000.1988-
1.3.3.01.02.04.001.000001

BANGUNAN GEDUNG 
TEMPAT 
TINGGAL.MESS/WISMA/B
UNGALOW/TEMPAT 
PERISTIRAHATAN

1         UNIT GUNAKAN 
SENDIRI

B PEMELIHARAAN 
GEDUNG WISMA 
DARMAWANGSA

9         PAKET

172 11.01.33.00.050601.00000
.00000.1989-
1.3.3.01.02.04.001.000001

BANGUNAN GEDUNG 
TEMPAT 
TINGGAL.MESS/WISMA/B
UNGALOW/TEMPAT 
PERISTIRAHATAN

1         UNIT GUNAKAN 
SENDIRI

B PEMELIHARAAN 
GEDUNG WISMA 
SAMARINDA

10       PAKET

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

SUMARNO

ttd   

 
   

 

   

                      

 
   

 

 

Pelaksana Restu/kapokja sulis/pengarah haryono/6.5/2026Salinan sesuai dengan aslinya
${jabatan_pengirim},

${ttd_pengirim}

${nama_pengirim} 

Pembina Utama Muda 

NIP. ${nip_pengirim}

Haerudin, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

197007291996031001

${ttd}
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